BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Pada penelitian yang penulis lakukan pada 7 (tujuh) Puskesmas Kota

Padang didapatkan bahwa:

1. Pelaksanaan pelimpahan wewenang yang dilakukan Perawat sebagian
besar melaksanakan pelimpahan wewenang secara delegatif vyaitu
Perawat melakukan sesuatu tindakan medis yang diberikan oleh tenaga
medis kepada Perawat disertai pelimpahan tanggung jawab. Ada juga
pelimpahan wewenang secara mandat yaitu pelimpahan wewenang yang
diberikan oleh dokter kepada Perawat di bawah pengawasan.

2. Perlindungan hukum yang dilakukan di Puskesmas Kota Padang
sebagian besar sudah tersedia SPO, perawat sudah memiliki STR dan
SIPP, dan adanya pengawasan dari kepala Puskesmas serta pembinaan
dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Pelaksanaan pelimpahan wewenang
secara tertulis belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh
karena pelaksanaan pelimpahan wewenang hanya berdasarkan pemberian
Surat Keputusan (selanjutnya disebut SK) dari Kepala Puskesmas kepada
Pengelola Program di Puskesmas. SK yang diterima pengelola program
sebagian besar diberikan 1 (satu) kali setahun dan apabila ada pergantian
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Saran
Hendaknya Puskesmas Kota Padang secara konsisten melakukan
pelimpahan wewenang oleh dokter kepada Perawat secara tertulis.
Diharapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Padang agar setiap institusi
pelayanan kesehatan ( dalam hal ini Puskesmas) wajib mempunyai kebijakan

pelimpahan wewenang dari dokter kepada Perawat dalam bentuk tertulis.
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